




Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif APIP, yaitu pendampingan BPKP
memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Pendampingan BPKP membantu pemerintah
daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai dengan
rekomendasi BPK RI. Peran BPKP dalam membantu pemerintah daerah untuk
menyelesaikan hasil tindak lanjut dapat terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga
pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.
Jumlah auditor internal tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Kuantitas yang tidak
disertai dengan kualitas auditor yang baik tidak dapat mendorong pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi dengan baik. Kualitas auditor
internal di inspektorat daerah diharapkan dapat ditingkatkan sehingga pemerintah
daerah dapat melakukan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai
rekomendasi
Variabel kontrol latar belakang pendidikan kepala daerah, masa jabatan
kepala daerah dan tipe pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap
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penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan variabel kontrol letak
geografis pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kegiatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
B. Keterbatasan
Penelitian ini menggunakan data pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI berupa data kumulatif penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 yang tidak
menyediakan data temuan dan penyelesaian setiap tahunnya. Dari penelitian ini
tidak meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI, seperti lama pengalaman kerja dan kinerja
auditor internal di inspektorat daerah, dan sumber daya pegawai dan jumlah aset
yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
C. Implikasi dan Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan BPKP
berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
RI. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan BPKP
dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga diharapkan tingkat
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat meningkat.
Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan terhadap fungsional
auditornya sehingga kuantitas maupun kualitas auditor internal meningkat.
Auditor internal di pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan
kemampuan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh
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BPKP sehingga dapat menambah kemampuan dalam melakukan penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan atribut
lain yang dinilai mempunyai efek atau pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, seperti tim pemantauan tindak
lanjut, kinerja inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksan,
sumber daya pegawai dan jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penelitian
selanjutnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut dari penelitian ini adalah
dengan menambah sampel yang lebih besar dan spesifik dan mengidentifikasi
tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan jenis kesulitan
rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
